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Soal Tunjangan Fantastis Anggota DPR

Mayoritas Parpol Setuju Dievaluasi

D i ditkuti hingga penj ter-
jadi dalam beberapa hari terakhir. Tuntutan utama aksi ini
yakni kenaikan tunjangan anggota DPR. Beberapa partai pun
bersikap, setuju (unlangan fantastis anggota DPR dievaluasi.
Presiden aat i pers ber-
sama pimpinan partai politik, Mlnggu (31/8/2025) memasti-

Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahada
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono
(1bas), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Selain itu, kata para pimpinan DPR dan pimpi

dewan. Menurut dia, ini adalah momen memperbaiki hal-hal
terkait anggota DPR.

“Ini momentum baik bukan hanya soal penganggaran namun
juga soal masalah kinerja. Masyarakat juga berharap DPR

partai politik telah mengambil langkah tegas
anggu(a mereka yang menyampaikan pernyataan yang
b

kan, pimpinan DPR telah sepakat akan
tunjangan anggota dewan dan memberhentikan sementara
kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para akan dilakukan pencabu-
tan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan
anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar
negeri,” ujar Prabowo, di Istana Merdeka, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, hadir Ketua DPR RI Puan
Maharani, Ketua MPR Rl Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan
Bachtiar Najamudin. Ada pula Ketua Umum PDIP Megawati
Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh,
dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Lalu, Ketua Umum PKB

HIDAYAT NUR WAHID

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS

Momentum Memperbaiki
Penganggaran & Kinerja

Apaalasan PKS setujudilakukan-  Artinya ini akan menjadi mo-

Semua pihak bisa
mengambil hikmah masing-
masing. Anggota DPR bisa
melaksanakan janj
bisa menjaga kinerjanya.

publik. Pimpi partai status
keanggo(aan mereka sebagai anggota DPR Rl terhitung mulai 1
September 2025.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai

irkan i dengan kinerja yang semakin bagus,”
ujar Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka, Minggu
(31/8/2025).
Peneliti Forum
(Formappi) Lucius Karus menilai, pernyataan terbuka sejumlah
partai politik yang setuju i hingga

Peduli

adalah mereka masing g dicabut v
dari DPR RI,"” kata Prabowo.
Sejumlah fraksi di DPR pun ramai-ramai setuju evaluasi

Anggota Komisi VIl DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah pimpinan
DPR dan Fraksi di DPR untuk mengevaluasi tunjangan anggota

anggota DPR dinilai belum cukup. Menurut dia, sikap
ini dlsahu( masih sebatas retorika.

i tersebut ya tidak hanya
media, tetapi juga mengambil langkah konkret,”
kepada Rakyat Merdeka, Minggu (31/8/2025).

Untuk i lebih jelas dari Hidayat
Nur Wahid dan Lucius Karus mengetahui sikap partai setuju
tunjangan anggota DPR dievaluasi, berikut wawancaranya.

ika di
ujar Lucius

LUCIUS KARUS

-janjinya dan
di DPR.

Ada tanggapan terkai

Komitmen yang serius untuk
menolak atau mengevaluasi
tunjangan harus
diperlihatkan fraksi-fraksi

ini? Ada beberapa partai yang secara

Peneliti Formappi

Evaluasi Belum Cukup,
Masih Sebatas Retorika

rus diperlihatkan fraksi-fraksi di DPR.

nya evaluasi terhadap tunjangan
anggota DPR?

Saya mengapresiasi apa yang
sudah disampaikan oleh pimpinan
DPR. sebelumnya juga Sekre-
taris Jenderal PKS Pak Muham
mad Khalid menyampaikan hal
tunjangan angguta DPR. Kemung-
kinan akan dimoratorium atau
kaji ulang

Menurut Anda, keputusan ini
sudah tepat?

T bagian dari komitmen DPR
untuk membela kepentingan rakyat-
nya. kepentingan konsckuennya
Memang sebaiknya bukan hanya
sesaat. namun dilakukan sesuai sum-
pah jabatanmya.

mentum perbaikan ya?

Iya. Ini momentum baik. bukan
hanya soal penganggaran namun juga
soal masalah kinerja.

Kenapa dengan kinerjanya?

Masyarakat juga berharap DPR
menghaditkan komitmen dengan
Kinerja yang semakin bagus. Un-
tuk itu, pimpinan DPR bisa me-
nyampaikan apa yang dilakukan
sudah sesuai dengan sumpah ja-
batan dan apa yang menjadi hara-
pan rakyat

Menurut Formappi, langkah
evaluasi tunjangan ini tidak hanya
retorika semata, namun harus
ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR.

Pertama, hal cvaluasi itu kan yang
menyampaikan pimpinan DPR
Pertama Wakil Ketua DPR Pak Sufmi
Dasco Ahmad, terus Ketua DPR Ibu

Puan Maharani, dilanjutkan oleh
fraksi.

Jadi otomatis akaal dibahas?
Ya kalau para -

terbuka menyatakan persetujuan
untuk mengevaluasi bahkan mem-
batalkan tunjangan anggota DPR.
Bagaimana Anda melihat sikap ini?

Kd[nl\dﬂgdl menghargai sikap par-
tai it. Pernyataan mereka
adaiah |4.,uk..h awal yang positif
Natuun, sayan pernyataan yang
itu masih terlihat sumir

m
nyampaikanm, Kewajiban DPR agar
BURT harus sesuai dengan arahan
pimpinan DPR.

Lantas apa harapan Anda ter-
Kait s asi saat ini?
Semua pihak bisa mengambil hik-

alau tidak tegas.

Maksudaya bagaimana?

kan situasi lanpa komitmen nyata,

Terus, apa yang harusnya mereka
lnknknn zgzx terlihat lebih serius?

mah masing-masing, An&m.. DPR
bisa an
bisa nenjaga kincjanya. = N

untuk meno-
m( atau mengevaluasi tuludnga\n h

Mereka tidak bisa hanya berbicara di
media. tetapi harus mengupayakan
pembicaraan resmi dengan berbagai
simpul di DPR.

Siapa saja itu?

Ya seperti pimpinan DPR. BURT
(Badan Utusan Rumal Tangga)
hingga Kesekjenan (Kesckretariatan
Jenderal)

Jadi, menurut Anda, pernyataan
lisan saja tidak c

Toota. Jika hanys o pern:
taan lisan tanpa ada upaya untuk mem-
perjuangkan keinginan menghentikan
tunjangan ke pimpinan DPR atau
BURT. itu hanya terlihat seperti
"omen-omon” saja.

Artinya dibutuhkan langkah
Konkret ya?

Iya. Fraksi-fraksi itu memiliki
kekuatan yang luar biasa untuk men-
dorong sebuah isu agar menjadi
bahasan hingga melahirkan keputusan

di pern-

Lalu, apa harapan Anda terhadap
fraksi-fraksidi DPR terkait masalal
ini?

Harapan kami, [raksi-fraksi harus
terlihat berjuang mendesak pimpi-
nan DPR agar membahas bersama
respons lembaga dalam menanggapi
wntutan terkait tunjangan. Mereka ha-
rus menunjukkan inisiatif dan upaya
konkret, bukan sckadar menunggu
keputusan dari DPR atau Kementerian
Keuangan (Kemenkeu). Tt baru bisa
disebut komitmen serius. = Nm
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